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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Analisis Peranan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro Kecamatan 

Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilakukannnya 

penelitian dengan fokus pada teori dan hasil dari temuan data yang di dapat. 

Adapun indikator yang digunakan ditinjau dari teori marschall yang terdiri 

dari (3) indikator, yaitu (1) adanya forum untuk menampung partisipasi, (2) 

kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan (3) adanya akses bagi 

masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan. Dilakukannya juga kajian secara mendalam dari ketiga indikator 

tersebut dengan data yang didukung dari hasil observasi, telaah dokumen, 

dan wawancara.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan peran Lembaga Musyawarah 

Kelurahan (LMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berbeda 

dengan lembaga kelurahan lainnya. Pasalnya Lembaga Musyawarah 

Kelurahan (LMK) merupakan lembaga kelurahan yang sifatnya pengawas 

dan langsung bermitra kepada lurah. Pelaksanaan tugas Lembaga 

Musyawarah Kelurahan (LMK) itu sendiri sebagai lembaga kelurahan yang 

mewadahi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan  juga dijadikan 

sebagai pihak yang diikutsertakan oleh lembaga kelurahan lainnya dalam 

rangka membantu kelancaran tersebut untuk mengajak masyarakat untuk 

terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan.adapun tingkat 

partisipasi masyrakat berada pada tingkatan dua atau pada tahap 

penentraman yakni komunikasi sudah  berjalan baik antara masyarakat 

dengan pemerintah  dan masyarakat juga memiliki akses dalam 

menyampaikan pendapat mereka, tetapi kewenanangan penilaian tetap 

berada pada pemerintah. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga indikator yang dikemukakan 

oleh Marschall ditemukan beberapa aspek yang memang seharusnya bisa 

dioptimalkan. Hal tersebut ditemukan beberapa kendala  terkait pelaksanaan 

peran LMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat : 

1. Forum Partisipasi 

 Dalam hal adanya forum untuk menampung partisipasi ini LMK 

berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi hal tersebut 

belum berjalan secara optimal. Masih adanya partisipasi masyarakat di 

sebagian wilayah yang memang kurang partisipasinya disebabkan oleh 

kesibukan, usia, dan prioritas yang berbeda-beda. Disisi lain juga kegiatan 

yang dilakukan terkesan monoton, pasalnya kegiatan yang berlangsung 

merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya ada dan terkesan kurang menarik 

minat masyarakat untuk berpartisipasi.. 

 

2. Keterlibatan Masyarakat 

 Dalam hal kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ini 

ditermukannya permasalahan terkait pemahaman mengenai hak dan 

kewajiban mereka sebagai masyarakat. Masyarakat. Mereka memahami 

LMK berperan dalam pemberdayaan masyarakt, tetapi mereka tidak paham 

peran dan hak serta kewajiban mereka sebagai masyarakat terutama dalam 

proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan partisipasi 

didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan yang bisa dibilang 

rendah, karena orang yang bisa dibilang pendidikannya lebih tinggi 

memiliki prioritas berbeda atau ebih berfokus pada kesibukannya  dan hal 

tersebut secara tidak langsung mempengaruhi terhadap tingkat pemahamam 

masyarakat. 

 

3. Akses Masyarakat 

 Dalam hal akses masyarakat untuk berpartisipasi khususnya untuk 

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan ini 

ditermukannya permasalahan terkait belum memaksimalkan memanfaatkan 
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media sosial untuk memberikan informasi dan melibatkan masyarakat 

secara luas dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan 

penyampaian informasi lebih berfokus pada surat resmi yang dikeluarkan 

oleh kelurahan, sekalipun itu menggunakan media sosial melalui grup 

whatsapp, hal tersebut dikatakan kurang efektif  karena tidak semua 

masyarakat masuk dalam grup tersebut. 

 Berdasarkan analisis tangga partisipai menurut arnstein (1969), 

partisipasi masyarakat di Kelurahan berada pada tingkatan kedua atau 

tokenism dan belum bisa ke tingkat ketiga atau kekuatan masyarakat. 

Adapun rinciannya sebagai berikut : 

• Informasi : Meskipun LMK telah memanfaatkan berbagai 

saluran komunikasi, penyebaran informasi kepada masyarakat 

belum sepenuhnya efektif. Beberapa informasi tidak dapat 

memastikan informasi tersebut sampai ke seluruh lapisan 

masyarakat atau tidak. 

• Konsultasi : Meskipun terdapat forum konsultasi, keputusan 

akhir tetap berada di tangan Kelurahan. Hal ini dapat mengurangi 

rasa memiliki dan partisipasi aktif dari masyarakat.  

• Penentraman : Tingkat partisipasi masyarakat cenderung berada 

pada tahap "tokenisme" menurut teori Arnstein. Artinya, 

masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, namun tidak 

memiliki kendali penuh atas keputusan akhir. 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan permasalahan yang  ditemukan dan sudah dijelaskan 

sebelumnya pada penelitian ini terkait peran LMK dalam meingkatkan 

partisipasi masyarakat. Adapun rekomendasi yang diberikan pada penelitian 

ini diharapkan dapat membantu dalam pengoptimalan peran LMK dalam 

menjalankan perannya. Rekomendasi dari hasil penelitian Analisis Peran 
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LMK Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bintaro 

sebegai berikut : 

 

1. Forum Partisipasi 

 Dalam hal forum untuk menampung partisipasi masyarakat 

perlunya lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang menarik dan 

juga relevan dengan kebutuhanya masyarakat dengan memperhatikan 

beberapa bentuk kegiatan seperti edukatif, intertaktif, dan juga 

menyenangkan. Pemanfaatan media informasi juga perlu dilakukan 

dengan mengadakan pertemuan secara online terutama dalam 

menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam 

berpartisipasi sehingga LMK dapat menjangkau masyarakat lebih luas 

lagi dalam hal sosialisasi program dan menjaring aspirasi masyarakat. 

 

2. Keterlibatan Masyarakat 

 Dalam hal kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perlunya 

diadakan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan atau 

workshop  terutama dalam memahami bagaimana proses pengambilan 

keputusan, cara menyampaikan aspirasi, dan juga seputar hak dan 

kewajiban sebagai masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

 

3. Akses Masyarakat 

 Dalam hal hal akses masyarakat untuk berpartisipasi khususnya 

untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 

perlunya penguatan dari segi komunikasi dengan masyarakat melalui 

berbagai saluran dan tidak tergantung pada salah satu saluran saja, 

misalnya melalui Instagram ataupun website. Dalam menjangkau 

sumber daya yang lebih luas lagi perlunya kolaborasi atau menjalin 

kerja sama dalam memperluas jangkaun dan sumber daya sehingga 

berjalan dengan optimal. 
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 Secara keseluruhan, LMK Bintaro telah menunjukkan upaya 

yang baik dalam melibatkan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan 

efektivitas partisipasi masyarakat, perlu adanya upaya lebih lanjut 

dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui : 
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